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Amanat UU Cipta Kerja: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6 UU Cipta Kerja:

$_= Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi :
o a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
_l b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

_ c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.
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Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:
3 —] A Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat

risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

|

[ A Tingkat risikodan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi :
— a. kegiatan usaha berisiko rendah ;
b. kegiatan usaha berisiko menengah ; atau
< > c. kegiatan usaha berisiko tinggi .
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PP No. 5Tahun2021tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (P2B2R)

SubstansPP P2B2R
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Transformasi dari OSS berbasis PP 24/2018 ke OSSRBA berbasis PP 5/202%

Pasal -pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja

Perizinan Berusaha Persyaratan dasar Perizinan Berusaha
Prosesperizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU
izin ke risiko yang mengatur Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Risiko Rendah
Cukup Nomor Induk
Berusaha (NIB)

/ Risiko Menengah
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Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Menyederhanakan dan mengintegrasikan

Kesesuai
Kegiatan
Pemanfaatan

Ruang (KKPR) 51 Pasal

A Pemanfaatamuangwajib mendapatkan

Konfirmasi Persetujuah RekomendaskKPR,
berbasiRDTRatauRTR, RZ KSNT dan RZ

KAW).

A Berlokasii PerairanPesisirwilayahperairan
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PersetujuarKKPR.aut(KKPRL).

A Berlokasii KawasarHutan wajib
mendapatkarPersetujuarPenggunaan
KawasarHutan(P2KH).

A DetailmengacupadaPP No. 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

danPP No. 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan.
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Perizinan Berusaha (Berbasis Risiko)

Risiko:
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL
f NIB sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha
NIB
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
SPPL by OSS

Risiko:
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (55)

PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL

f NIB + SS sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha

NIB + SS

PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Pengesahan PKPLH - UKL/UPL by sisterm OSS

55 : Sertifikat Standar dalam bentuk pernyataan mandiri dari pelaku usaha




